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RINGKASAN 

 

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH ISTRI DARI 

SEORANG TERPIDANA 

 

NUGROHO ADI ARIEFIANTO 

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

 

Abstrak–Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan 

mendapatkan gelar Sarjana Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

17 Agustus 1945, Surabaya. Tujuan praktis yang hendak dicapai yakni untuk 

mengetahui apakah permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh 

terpidana yang melarikan diri dan apakah seorang istri terpidana yang melarikan 

diri dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali 

tidak dapat diajukan oleh terpidana yang melarikan diri dan permohonan upaya 

hukum peninjauan kembali oleh istri terpidana berdasarkan KUHAP adalah tidak 

dapat, karena dalam ketentuan tersebut status istri harus sebagai ahli waris, 

sedangkan status terpidana belum meninggal atau tidak dalam status bercerai. Hal 

ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut, berdasarkan Putusan Peninjauan 

Kembali No. 97 PK/Pis.Sus/2012, hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan 

hukumnya menyatakan menerima permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali 

yang diajukan oleh istri dari seorang terpidana yang melarikan diri, sehingga 

putusan hakim dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. 

Saran yang dapat diberikan adalah upaya hukum peninjauan kembali harus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku yaitu diajukan oleh terpidananya sendiri atau 

apabila dilakukan oleh kuasa hukumnya, tetap harus dihadiri oleh terpidana, 

karena berakibat tidak dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali ke 

mahkamah Agung dan bahwa pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh 

ahli waris harus berdasar pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, dan 

meskipun pengertian ahli waris tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHAP, 

akan tetapi pengertian ahli waris yang dimaksud adalah dimana pewaris 

dinyatakan telah meninggal. 

 

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Ahli Waris. 
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ABSTRACT 
 

 

JUDICIAL REVIEW BY AN HEIR OF A CONVICT 

 

 

NUGROHO ADI ARIEFIANTO 

Master of Law, Faculty of Law University of 17 August 1945 Surabaya 

 

Abstract–This writing made to fulfill one of the requirements to graduate and to 

earn the Bachelor's in law degree of Master of Law Science in the Faculty of Law 

in the University 17 Agustus 1945 Surabaya. The practical objective of this 

writing is to see how the Judicial review attempts may be filed by a convicted 

person And how an heir of convicted person can be file a lawsuit regarding the 

review as seen from the constitution number 8, 1981 regarding the criminal 

procedure law. The research showed that, based on the elaboration in the previous 

chapters, it can be conclude that the Judicial review Can not be submitted by a 

convicted person and Filing a legal remedy regarding the review by an heir of 

confict is not exactly, because she has not deserved to be called an heir. As seen 

from the verdict about judicial review enforce number 97 PK/Pis.Sus/2012, The 

Supreme Court judge declared to receive a request for a judicial review on the 

review by a heir of convicted person. This resulted in a non-conformity to the 

constitution number 8, 1981. The suggestion that can be given is : the Judicial 

review normatively based on the law in Indonesia to create legal justice and legal 

certainty and Filing legal review attempt by an heir Should be appropriate based 

article 263 ayat (1) KUHAP and And although the definition of the heirs is not 

explained explicitly in the the constitution number 8, 1981 regarding the criminal 

procedure law. The meaning of the heirs in question is where the deceased is 

declared dead. 

 

 

Keyword: Judicial Review, Heirs. 
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